BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMO

+ 16 Tahun 2017

TENTANG

pEJABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
MERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang - 8. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
perlu pengaturan mengenai jabatan fungsional:

b. bahwa pengaturan mengenai jabatan fungsional
sebagaimana termaksud dalam huruf a, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat S Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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10.

Undang-y nda

PmeentUkanng Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Kabupaten B . e’
Jawa B paten Bandung Barat di Provinsi
oat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007
. Nomor 14, Tambah
Republik Indonesia Nomor 3547); an Lembaran Negzre

Perat .

Jabat::qanpf: merintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Negara Re gSional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
publik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambah
Nomor 35:.;:4?);L embaran Negara Republik Indonesia

Eg:;t:;?” ppemerlntah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Republik In:gaw‘j" Negeri Sipil (Lembaran Negara
tostar 5 nesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
sebagaiitian egara Republik Indonesia Nomor 4015)
P 8 telah diubah dengan Peraturan

erintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

Perat_uran Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, ~ Pemindahan,  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
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12.

13.

14.

15.

16.

s [

18.

19.

20.

21.

g?;t,ﬁ’i”’” Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Repum?:sll Perapgkat Daerah (Lembaran Negard

Lemba ndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
ran Negara Republik Indonesia 4741);

]?:Euwsan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
un 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatinan
Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2007
tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007
Nomor 1 Seri D),

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007
tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007

Nomor 3 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007
tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun

2007 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2007

tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2007
t Kabupaten Bandung Barat (Berita

tentang Inspektora
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor

6 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2007

tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Tahun 2007 Nomor 7 Seri D),

Bandung Barat
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat (Berita

Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor
8 Seri D).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATUR
ansrany BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG
PEMERINTAH ¢ INGSIONAL DI LINGKUNGAN
ABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

am Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat

pemerintah Daerah adalah Bupati da :
penyelenggara Pemerintah Daergh. n Perangkat Daerah sebagai unsur

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

| . Instansi Pembina adalah Departemen/Lemba
b " ; ga Non Departemen yan
~ melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabataonungsiona)I(. °

Jabatan Fungsional Pegawali Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian

dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

~ 7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian
dan atau Ja.batan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas
yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas

3 umum pemerintahan.
" 8 Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu
pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan
5 fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

- 9 Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional
-~ yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.

%? 10 Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teignisi
atau penunjang profesional yand pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu

pengetahuan atau lebih.

11. Bobot jabatan adalah nilai kumulati
‘ rendahnya jenjand jabatan antara la

dan mental yang diperlukan untuk me
¢ 12, Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang

i i [ i didikan yang
didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pen ang
berkelanjutaz secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi
penelitian pengembangan iimu pengetahuan, pengembangan dan penera.pan
konsep t;aori iimu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan

pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

pal

f faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi
in pendidikan, pengalaman, upaya fisik
lakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN
JABATAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG

BAB |
KETENTUAN umum

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati d
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Instansi Pembina a}dalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang
melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.

6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian
dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian
dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas
yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas
umum pemerintahan.

8. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu
pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan
fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

9. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesipnal
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya_ mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.

10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi telfnisi
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungs!nya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu

pengetahuan atau lebih.
i ilai i - hi tinggi
11. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif _faktor fgk_tor yang mempengaru :
rendah]nya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik
dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.

[ i esional adalah kualifikasi yang bersafgt kea'hlllan yang

” ;lézlgﬁin g;?ifa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang
berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi
penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan
konsep téori, iimu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan

pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

an Perangkat Daerah sebagai unsur
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13.

14.

10

16.

17.

18.

Jabatan-jabatan yang dihi
dalam jabatan fungsional ke

Kualifikasi teknisi atay

ketrampilan yang didasi?;::njang Profesional adalah kualifikasi bersif
pendidikan kejuruan dan Delglit?:rcﬁ \mu pengetahuan yang did;?:r;?kaﬁr?i'aar:
kegiatan teknis operasional berq &knis yang pelaksanaan tugasnya meliputi

melatihkannnya dan terikat Pada etikg profesi
I,

Formasi adalah jumlah dan g,
diperlukan dalam suatu satuan o? el Pegawal Neger! Sipil yang

- ganisasi
Mutasi Jabatan adalah segala ,
Pegawai Negeri Sipil, gala perubahan Jabatan fungsional seseorang

kerj i
Beban kerja adalah jumiah produk Yang harus dihasilkan atau waktu yang

diperlukan seorang Pegawai Negeri Sip;
Sk Ipil g o
organisasi. pil dalam satuan organisasi sesuai misi

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan i skurmulasi

nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai ! :
rangka pembinaan karier yang bersangkutgﬁf oleh pejabat fungsional dalam

Tunjangan Jabatan Fungsional yang selanjutn

' ] _ ya disebut den '
jabatap agiglah tunjaqgan jabatan fungsional yang diberikan kegp::;; U:ézr;%/a;
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutn isi

_ , ya disingkat SKPD, adalah
unsur pembantu Bupat; dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah lembaga
teknis daerah, dan kecamatan. '

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk jabatan fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kategori Rumpun Jabatan Fungsional

Pasal 3

mpun dalam rumpun jabatan fungs!onal'dikategorikan
ahlian atau jabatan fungsional keterampilan.

be




1)

(2)

(3)

Baglan Kadua

J
abatan Fungsiona Keahllan

Seriana (S-1) Pendidikar serendah-rendahnya berijazah

Kegiatan jabatan fungsional keahl|

dengan penelitian dan penr\{;uambanh'.;;;rrl1 m:ﬁuﬂ iy Al B il
dan teori sgna metode operasional dar{ pane:rgpg:la
yang mendasari pelaksanaan tugag
et gas dan fungsi

Jabatan fungsional keahlian dalam melaksanak
. an
profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan prol’eellrtal;fg!.“nya torikat pada etika

Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan fu -
i i ; ngsi
fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) Jenjang Jabgta%n?atijn-aka jabatan

a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlia
! n yang tugas
fung§l u}amanya bersifat strategis nasional yang me):rsy%ratgan
kualifikasi profesional tingkat tertinggl dengan kepangkatan mulal
Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IVle);

b. Jenjapg Madya, vyaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
fung_3| utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina
(IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda(IV/c);

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai Penata
(Il/c) sampai dengan Penata Tingkat | (Ill/d);

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi
profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai Penata Muda (lll/a)
sampai dengan Penata Tingkat | (lll/d).

disiplin limu pengetahuan
Jabatan fungsional yang

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 5

Syarat jabatan fungsional keterampilan yaitu Pegawal Negeri Sipil yang
memiliki kualifikasi teknis operasional dan atau penunjang operasional
dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau
Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma I

(D-3).
Kegiatan j
yang berkaitan dengan penerap

suatu bidang profesi. .
Jabatan fungsional keterampilan daiam melaksanakan tugasnya terikat

dengan etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

fungsional keterampilan meliputi kegiatan teknis operasional
abatan fung an konsep atau metode operasional dari
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a. Jenjang Penyelia, g T .
tugas dan fuﬁgsi utac:r?:ianh Ellenlang Jabatan fungsional keterampilan yang
pelaksanaan pekerjaan Y8 sebagai Pembimbing, pengawas, dan penilai
mensyaratkan pengetahﬂ?ﬁbat fungsional tingkat dibawrahnyapyang
penunjang  beberapa cabang .. Pe"dalaman teknis operasional

: ilmu
kepangkatan mulai dar Pe i _Pengetahuan tertentu dengan
(INid); nata (llirc) sempai dengan Penata Tingkat |

b. i:g?:r%pﬂ::?:zgn& Lacr;jutan, adalah jenjang jabatan fungsional
lanjutan dan mens?;:?at;annfugge?:g';ttaaf;aﬂva sebagai pelaksana tingkat

i i ) uan da i
operasional penunjang yang didasari oleh suatu car;aan?;:r%ﬂar;ﬁnet atzl:r::
tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda ﬁll g .
dengan Penata Muda Tingkat | (lilby; (lin) wamipai

c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsi i
tugas dan fungsi utamanya sebagai pelakgar?.srl1 alci:ﬁterr::nzlyaanraﬁgg
pengetahuan dan pengalaman teknis oprasional Penunjang yang didasari
oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertenty dengan Kepangkatan mulai
dari Pengatur ~ Muda Tingkat | (I1/b) sampai dengan
Pengatur Tingkat | (II/d); g

d. Jenjang _Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu
pe!aksapa dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang
yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan
kepangkatan Pengatur Muda (ll/a).

BAB IV
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan formasi jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja SKPD selaku pengguna jabatan fungsional serta kemampuan

keuangan daerah.
(2) Tata laksana penetapan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MUTASI JABATAN

Bagian Kesatu
pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan

Pengangkatan,
sangka kemball dalam dan dari jabatan

Pasal 7

1 i kan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian
& c?:r? a;;:er:r;ear:g:gtan kzmt?ali dalam dan dari jabatan fungsional berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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. (1) Bupati menetapkan kenaikan jenjan

. jabatan fungsional ket

(2) Bupati dapat Mendelegasika

n .

kuasa kepada Sekretaris D::bag'a" wewenangnnya atay memberikan

pembebasan Sementara, Pembe I’hr::t' untuk  menetapkan pengangkatan,
ia

dan dari jabatan fungsiona| N dan pengangkatan kembali dalam

o Pasal 8

- . e
Perpin oy egawa[ Negeri Sipil antar jabatan f i '
fungsional dengan jabatan Struktural bl eoct

persyaratan yang ditetapkan untyk masing.s,la";?n”gg}‘;g';‘t’:n Magariars - tecnarf
onai.

Baglan Kedua
Kenaikan Jenjang

Pasal 9

. ; o) g jabatan fungsional sesuai prestasi kerja
pelead?f;ef?tr;gfr:onal Yarfl'lg dinilai berdasarkan perti?nbangan Tim P‘;ni!ai AngEa
Kr emenuhi syarat-syarat lain i

perundang-undangan. y nya yang ditetapkan dalam peraturan

“ (2) Tata laksana penilaian angka kredit jabatan fungsicnal dilakukan dengan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 10

(1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu

oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan
serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai.

" (2) Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila pemerintah daerah belum dapat membentuk tim penilai dengan

pertimbangan keterbatasan calon anggota tim penilai yang rpemenuhi
persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan
kepada tim penilai angka kredit tingkat provinsi atau intansi pembina jabatan

fungsional yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan

Pasal 11

| yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau
erampilan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan

undangan.

Pegawai Negeri Sipi

ketentuan peraturan perundang-
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BAB v|
KETENTUAN PERALIHAN

i o Pasal 12 "
| Jenis dan Jenjang jabatan fungsional yang belym diatur dalam Peraturan Bupati I
| tetap berlaku sepanjang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.
|
i BAB V)|
£ KETENTUAN PENUTUP
i
i Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Bupat;.

Pasal 14

Peraturan Bupati Bandung

yang mengatur mengenai jabatan fungsional,
. dinyatakan tidak berlaku di ling

kungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 1

Pasal 15
~ Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin
Bupati ini dengan penempatann
Barat.

ya, memerintahkan pengundangan Peraturan i
ya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

|

|

i

i

)

ﬁt
Ditetapkan di Padalarang a
eETISRl 17 Desember 2007

Diundangkan di Padalarang
Pada tanggal 17 lesember 2007

b~

RIS DAERAH
', NDUNG BARAT,
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